
 

 

MENGANTAR INDONESIA MENUJU  

‘JALUR PEMBANGUNAN BARU’
i
 

 

‘Dengan dukungan masyarakat global, Indonesia memiliki jendela kesempatan untuk bergeser menuju model pembangunan 

yang tidak intensif-karbon. Tanpa tindakan dini, Indonesia bisa terjebak dalam model pertumbuhan […] yang tidak 

berkelanjutan pada lingkungan kita dan dunia.’
ii
 

DNPI, Agustus 2010 

 

Pada September 2010, Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) mempresentasikan ‘kurva biaya pengurangan gas rumahkaca’ 

Indonesia, yang digambarkan sebagai ‘rencana pembangunan hijau’ bagi negri ini.
iii

 Tujuannya adalah untuk ‘memastikan 

dukungan pengurangan emisi karbon agar tidak mengorbankan tujuan-tujuan pembangunan nasional dan usaha jangka panjang 

untuk memperbaiki standar kehidupan bagi seluruh masyarakan Indonesia’.
iv
  

Dalam salah satu laporan DNPI tercatat: ‘Sementara konsensus global mengakui ketidakpastian skenario mana yang akan 

terjadi, resiko yang mungkin ada terlalu besar bila tidak dilakukannya tindakan penanggulangan perubahan iklim yang serentak 

dan terkoordinasi secara global. […] Walaupun jika semua negara maju mengurangi emisi mereka ke tingkat emisi tahun 1990 

(sebagaimana target Protokol Kyoto), hal itu tidak akan cukup untuk mengatasi perubahan iklim serius […]. Indonesia 

mengerti keadaan terjepit ini dan memutuskan untuk melakukan tindakan.’
v
 

Indonesia melakukan usaha keras untuk meninggalkan model industri ekspansi yang dimotori oleh deforestasi menuju 

pembangunan yang bernilai tinggi dan berdampak rendah. Tiga propinisi telah memiliki ‘strategi pertumbuhan hijau’, dengan 

mengidentifikasi bagaimana untuk ‘bergerak menuju kegiatan dengan nilai tambah lebih tinggi dan sektor rendah karbon 

sehingga pertumbuhan di masa depan meninggalkan jejak karbon yang lebih kecil.’
vi
  

Agendanya jelas: strategi untuk mengurangi emisi yang terkait dengan sektor bubur kertas dan minyak kelapa sawit dilakukan 

melalui peningkatan produktivitas dalam wilayah-wilayah perkebunan yang telah ada, dengan ekspansi tambahan dibatasi pada 

lahan dengan nilai karbon dan konservasi rendah.  

Secara definisi, ini tidak termasuk wilayah hutan, lahan gambut, habitat spesies liar dan wilayah-wilayah yang merupakan 

sumber kehidupan masyarakat lokal.  

Mengatasi pendorong deforestasi 

Misi Greenpeace adalah untuk membela alam dan mempromosikan perdamaian. Greenpeace berkomitmen untuk 

menghentikan perubahan iklim. Kami bekerja untuk melindungi hutan alam dunia yang tersisa serta tumbuhan, hewan dan 

kehidupan masyarakat yang bergantung padanya.  

Kami menantang pemerintah dan industri untuk menghentikan peran mereka dalam penghancuran hutan dan perubahan iklim.  

Deforestasi bertanggungjawab bagi sekitar seperlima emisi gas rumahkaca (GRK) dunia.
vii

  

Menghentikan deforestasi harus menjadi inti strategi global untuk menghentikan perubahan iklim, karena potensinya sebagai 

penyumbang terbesar pengurangan emisi GRK secara cepat.  

Brazil dan Indonesia adalah dua sumber terbesar emisi yang terkait deforestasi.
viii

 Presiden kedua negara telah bersumpah 

untuk membuat pemotongan emisi secara drastis.
ix

 

Sumber terbesar tunggal di Brazil adalah deforestasi Amazon,
x
 dan ini termasuk dalam pendorong utamanya adalah 

perkebunan kedelai
xi

 dan peternakan sapi potong.
xii

 Dalam empat tahun terakhir, Greenpeace telah menginisiasi kesepakatan-

kesepakatan industri untuk menghentikan peran mereka dalam mendorong hilangnya hutan Amazon.
xiii

 

DNPI mengidentifikasi sektor-sektor bubur kertas dan minyak kelapa sawit sebagai pendorong utama hilangnya hutan alam 

dan degradasi lahan gambut.
xiv

 Selama empat tahun terakhir, Greenpeace telah menyoroti ekspansi pesat kedua sektor ini 

dalam hutan dan lahan gambut yang kaya karbon dan habitat kritis kehidupan.
xv

  

Walaupun kedua sektor ini mengklaim bahwa mereka berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan 

pengentasan kemiskinan,
xvi

 saat ini operasi kedua sektor ini dicirikan dengan pengelolaan yang lemah
xvii

 – dengan 

gamblangnya pelanggaran peraturan perijinan, analisis dampak lingkungan dan perlindungan lahan gambut dalam serta 

pengelolaan lahan yang lemah.  

 

 



 

 

 

Misalnya, sebagaimana hasil studi DNPI untuk wilayah Kalimantan Timur, kedua sektor telah diberikan wilayah konsesi yang 

sangat luas, sebagian besar telah dibuka wilayah hutan alamnya dan telah ditanami kembali dengan hasil minyak kelapa sawit 

dan serat yang sedikit dibandingkan hutan aslinya.
xviii

 

Moratorium memberikan kesempatan untuk mengembangkan visi bersama pembangunan rendah karbon  

Sebagai bagian dari kesepakatan Indonesia-Norwegia yang berhilai $1 milyar, Indonesia mengumumkan moratorium selama 

dua tahun untuk semua ‘konsesi baru untuk konversi hutan alam dan lahan gambut menjadi perkebunan’.
xix

 

Pada September 2010 laporan DNPI dan pemerintah daerah Kalimantan Timur berpendapat bahwa moratorium adalah 

kesempatan untuk ‘mempercepat’
xx

 usaha-usaha peningkatan laju produktivitas dalam perkebunan yang telah ada dan 

menggeser pembangunan ke lahan bernilai konservasi rendah di luar hutan alam atau lahan gambut.  

Misalnya, hasil studi ini mencatat bahwa pengurangan signifikan dalam emisi tahunan ‘dapat dicapai dengan pertama-tama 

membuat rencana jelas untuk minyak kelapa sawit dalam hal produksi minyak kelapa sawit kasar (CPO, crude palm oil) dan 

bukan dengan jumlah hektar wilayah yang ditanami dan menggunakan peningkatan rendemen produktivitas sebagai pengganti 

ekspansi konsesi. Selanjutnya, kita bisa mengurangi karbon dari deforestasi. Pilihan kita pertama adalah menggunakan lahan 

yang telah terdegradasi untuk konsesi baru dan menukar konsesi yang memiliki tutupan hutan.’
xxi

 

Tantangan moratorium adalah menyatakan target produktivitas dan mendefinisikan lahan dengan nilai konservasi rendah  

Greenpeace, bersama koalisi besar LSM dan perusahaan menyerukan perlindungan segera semua lahan gambut dan 

penghentian sementara (moratorium) semua pembukaan hutan alam dalam wilayah-wilayah konsesi baru dan lama.  

Moratorium semacam ini akan menciptakan insentif bagi industri untuk meningkatkan produktivitas secara dramatis dalam 

wilayah-wilayah perkebunan yang ada.
xxii

 

Pada saat yang sama hal ini akan menciptakan insentif bagi industri untuk menggunakan lahan yang telah dibuka untuk 

pengembangan selanjutnya.
xxiii

 Misalnya, DNPI dan pemerintah daerah Kalimantan Timur telah mengidentifikasi lebih dari 

tiga perempat lahan dalam konsesi HTI bahan bubur kertas telah terdegradasi, tidak ditanami dan tidak produktif;
xxiv

 ini 

menunjukkan bahwa terdapat wilayah sangat luas yang telah ditebangin yang dapat dipergunakan oleh industri. 

Secara kritis, moratorium dapat memberikan Pemerintah Indonesia dengan jendela yang diperlukan untuk memperbaharui 

proses alokasi untuk memastikan perlindungan nilai-nilai ekologis, keanekaragaman hayati, sosial dan hukum.  

Nah, inilah yang dinamai ‘jalur pembangunan baru’.
xxv
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